
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 28Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak MineralBukan Logam dan Batuan merupakan salah satu jenis objek Pajak Daerah;b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Mineral Bukan Logamdan Batuan;Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak denganSurat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686)sebagaimana telah diubaha dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 129,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineraldan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
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8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234;9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi danPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4737);11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang PelaksanaanKegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5111);12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata CaraPemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah danRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5161);13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerahyang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau DibayarSendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5179);14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Penyidik PegawaiNegeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam PaserUtara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4)15. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri ENomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser UtaraNomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara;2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh PemerintahDaerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan TugasPembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NegaraKesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah.4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah.5. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah denganperaturan perundang-undangan yang berlaku.7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yangmelakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badanusaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi,koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasisosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrakinvestasi kolektif dan bentuk usaha tetap.9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineralbukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untukdimanfaatkan.10. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimanadimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak,dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diaturdengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender.13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila WajibPajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yangoleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak,objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.15. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaranatau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telahdilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk olehBupati.
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16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalahsurat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak,jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlahpajak yang masih harus dibayar.17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkatSKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajakyang telah ditetapkan.18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah suratketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlahkredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalahsurat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karenajumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidakterutang.20. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untukmelakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.21. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis,kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalamperaturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SuratPemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, SuratKetetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil,Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat KeputusanPembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SuratPemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, SuratKetetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil,Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutanoleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dansubjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajakkepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.24. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah Tambahan Penghasilanyang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakanpemungutan Pajak.25. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap SuratKeputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan,dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatustandar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerahdan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.27. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yangdilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itumembuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukantersangkanya.28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai NegeriSipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
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BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas kegiatan pengambilanMineral Bukan Logam dan Batuan.
Pasal 3(1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral BukanLogam dan Batuan.(2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. asbes;b. batu tulis;c. batu setengah permata;d. batu kapur;e. batu apung;f. batu permata;g. bentonit;h. dolomit;i. feldspar;j. garam batu (halite);k. grafit;l. granit/andesit;m. gips;n. kalsit;o. kaolin;p. leusit;q. magnesit;r. mika;s. marmer;t. nitrat;u. opsidien;v. oker;w. pasir dan kerikil;x. pasir kuarsa;y. perlit;z. phospat;aa. talk;bb. tanah serap (fullers earth);cc. tanah diatome;dd. tanah liat;ee. tawas (alum);ff. tras;


